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Hipotek adalah salah satu hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang. Ketentuan hipotek diatur dalam
Buku Il KUHPerdata Bab X X1 pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Sejak diberlakukannya Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Y ang Berkaitan
Dengan Tanah (UUHT) maka hipotek atas tanah dan segala benda benda yang berkaitan dengan tanah itu
menjadi tidak berlaku lagi. Namun di luar itu berdasarkan Undang-Undang No . 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan, hipotek masih berlaku dan dapat dijaminkan atas kapal terbang dan helikopter. Demikian juga
berdasarkan pasal 314 ayat (3) KUHD, Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapal an, maka kapal laut dengan berat minimal 20 m3
yang telah didaftarkan dapat dijadikan jaminan hipotek. Kenyataan saat ini, dunia usaha pelayaran nasional
mengalami kesulitan di bidang pembiayaan (ship financing), baik untuk penambahan armada maupun untuk
peremajaan armada. Pengadaan kapal-kapal dengan jaminan hipotek kapal laut memiliki berbagai kendala
diantaranya adalah karena kpal tidak mudah untuk dijual, eksekusi atas hipotek kapal sulit dilaksanakan dan
alasan dari bank ataupun lembaga keuangan bahwa bisnis pelayaran di Indonesia dianggap feasible, secara
ekonomis. Kendalalain yang jugatidak kalah penting adalah kel emahan peraturan-peraturan yang ada yang
mengatur hipotek kapal. Ditinjau dari segi materinya, pengaturan tentang hipotek kapal masih tersebar dan
menggunakan kaidah-kaidah hukum peninggalan kolonial Belanda seperti yang terdapat dalam
KUHPerdata, KUHD, HIR, Ordonansi Pendaftaran Kapal. K etentuan-ketentuan tersebut dirasakan sudah
tidak cocok lagi dengan perkembangan dewasa ini. Oleh karenanya langkah pemerintah untuk membuat
undang-undang tentang hipotek kapal sudah selayaknya didukung hingga dapat tercipta suatu kodifikasi
hukum dan juga untuk menambah kepastian hukum bagi para pihak pelaksana hipotek kapal.
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